
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  

NOMOR 8 TAHUN 2012  

TENTANG 

 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 
NOMOR 15 TAHUN  2008 TENTANG DINAS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) angka 12 

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 

Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten 

Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2011 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya, telah dibentuk Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya; 

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan dilimpahkan pengelolaannya kepada 

Pemerintah Daerah; 

c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah 

ditetapkan sebagai jenis pajak daerah yang dipungut oleh 

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;       

d. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu dilakukan 

perubahan struktur organisasi  Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Tasikmalaya; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu 

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya    Nomor 15 Tahun 2008 tentang 

Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 

Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 

telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      

Nomor 5234); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 

Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
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Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan 

Organisasi Perangkat Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 

tentahg Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15      

Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten 

Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2011 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 

 

Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

dan 

BUPATI TASIKMALAYA 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 15 

TAHUN 2008 TENTANG DINAS DAERAH KABUPATEN 

TASIKMALAYA. 

 

Pasal  I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 

Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah 

Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2011 tentang Dinas Daerah Kabupaten 

Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 14), 

diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut :   

Pasal 50 

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah, terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, membawahkan :  

1. Sub Bagian Program; 
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2. Sub Bagian Keuangan; 

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

 

c. Bidang Anggaran, membawahkan : 

1. Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan; 

2. Seksi Penyusunan Anggaran Pengeluaran; 

3. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Anggaran. 

d. Bidang Pendapatan Asli Daerah, Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan 

Daerah yang Sah, membawahkan : 

1. Seksi Pajak Daerah; 

2. Seksi Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang 

Sah; 

3. Seksi Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. 

e. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan, membawahkan :   

1. Seksi Pelayanan dan Pengelolaan Data; 

2. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi; 

3. Seksi Penagihan.  

f. Bidang Kas dan Perbendaharaan, membawahkan : 

1. Seksi Belanja Tidak Langsung; 

2. Seksi Belanja Langsung; 

3. Seksi Pengelolaan Kas Daerah. 

g. Bidang Penatausahaan dan Akuntansi, membawahkan : 

1. Seksi Penatausahaan; 

2. Seksi Pelaporan, Analisis Data Keuangan dan Sistem Akuntansi. 

h. Bidang Aset Daerah, membawahkan : 

1. Seksi Perencanaan dan Analisa Kebutuhan; 

2. Seksi Pemanfaatan dan Pengamanan; 

3. Seksi Penatausahaan Aset Daerah; 

i. Kelompok Jabatan Fungsional; 

j. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.  

 

2. Ketentuan Lampiran XII Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 

Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya, mengenai Bagan 

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah, diubah menjadi Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana Lampiran Peraturan 

Daerah ini. 

 

3. Sepanjang belum dilakukan pengisian jabatan sebagaimana Peraturan Daerah 

ini, maka hal-hal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten 
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Tasikmalaya Khususnya yang diubah oleh Peraturan Daerah ini masih tetap 

berlaku. 

 

 

Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya. 

 

 Ditetapkan di  Singaparna 

pada tanggal 19 Desember 2012  

 

BUPATI TASIKMALAYA, 

 

 

TTD 

 

UU RUZHANUL ULUM 

 

Diundangkan di Singaparna 

pada tanggal 20 Desember 2012   

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

 

TTD 

 

H. ABDUL KODIR 

NIP. 19611217 198305 1 001 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  TAHUN 2012 NOMOR 8



  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

LAMPIRAN  : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

NOMOR :  8 TAHUN 2012 
TANGGAL : 19 DESEMBER 2012 

BUPATI TASIKMALAYA, 
 

 
 

UU RUZHANUL ULUM 
 
 
 
 
 
 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA 

KEPALA  

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 
    

    

    

    

 
 

UPTD 

BIDANG 

ANGGARAN 

SEKSI 

PENYUSUNAN ANGGARAN 
PENERIMAAN 

 
SEKSI 

PENYUSUNAN ANGGARAN 
PENGELUARAN 

 

SEKSI 
PERENCANAAN DAN 

PENGENDALIAN 
ANGGARAN 

 

BIDANG 

PENDAPATAN ASLI DAERAH,  
PERIMBANGAN DAN LAIN-LAIN 

PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 

SEKSI 

PAJAK DAERAH 

 

SEKSI 

RETRIBUSI DAERAH DAN 
LAIN-LAIN PENDAPATAN 

ASLI DAERAH YANG SAH 

 

SEKSI 
PERIMBANGAN DAN LAIN-

LAIN PENDAPATAN 
DAERAH YANG SAH 

 

BIDANG 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN  
BEA PEROLEHAN HAK ATAS 

TANAH DAN BANGUNAN 

SEKSI 
PELAYANAN DAN 

PENGELOLAAN DATA 

 
SEKSI 

INTENSIFIKASI DAN 

EKSTENSIFIKASI  

 

SEKSI 

PENAGIHAN 

 

BIDANG 

KAS DAN PERBENDAHARAAN 

SEKSI 
BELANJA  

TIDAK LANGSUNG 

 
SEKSI 

BELANJA LANGSUNG 

 

SEKSI 
PENGELOLAAN KAS 

DAERAH 
 

BIDANG 
PENATAUSAHAAN DAN 

AKUNTANSI 

 

SEKSI 

PENATAUSAHAAN 

SEKSI 

PELAPORAN, ANALISIS DATA 
KEUANGAN DAN SISTEM 

AKUNTANSI 

 

SEKRETARIAT  

SUBBAG  
PROGRAM 

 

SUBBAG  

KEUANGAN 

SUBBAG  

UMUM DAN KEPEGAWAIAN 

 

BIDANG 

ASET DAERAH 

SEKSI 
PERENCANAAN DAN 

ANALISA KEBUTUHAN 

 
SEKSI 

PEMANFAATAN DAN 
PENGAMANAN 

 

SEKSI 
PENATAUSAHAAN ASET 

DAERAH 

 


